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Abstract 
A newly launched rule may bring up the interpretation of each for each reader. 
Literacy is important in shaping understanding. Literacy is related to the 
application of Government Regulation No.23 Year 2018. Related to the application 
of this Government Regulation the party that will be affected are SME's. The 
problem that arises related to this regulation is how the technical implementation 
and implementation. The purpose of this literacy activity is that SMEs have a 
better understanding of taxation. This is evidenced by correct payment and tax 
reporting. The service method is done by counseling and simulating. Counseling 
aims to increase understanding of Government Regulation No.23 Year 2018. While 
the simulations carried out aim to provide an understanding of the technical filling 
of Tax Returns. The expected results of this activity SMEs have an understanding 
of Government Regulations No.23 Year 2018. In addition, SMEs already have 
skills in preparing Annual Tax Return so that what is delivered is true. 
Keywords: literacy; government regulation; SMEs. 
Abstrak 
Sebuah aturan yang baru diluncurkan bisa saja memunculkan penafsiran masing-
masing untuk setiap pembacanya. Literasi adalah hal yang penting dalam 
membentuk pemahaman. Literasi yang dilakukan terkait dengan penerapan 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Terkait penerapan Peraturan Pemerintah 
ini pihak yang akan terdampak adalah UKM. Masalah yang muncul terkait dengan 
peraturan ini adalah bagaimana teknis penerapan dan pelaksanaannya. Tujuan 
dilakukan kegiatan literasi ini UKM memiliki pemahaman perpajakan yang lebih 
baik. Ini dibuktikan dengan benar melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. 
Metode pengabdian yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan simulasi. 
Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 
23 Tahun 2018. Sementara simulasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan 
pemahaman mengenai teknis pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Hasil yang 
diharapkan dari kegiatan ini UKM memiliki pemahaman Peraturan Pemerintah 
No.23 Tahun 2018. Selain itu UKM sudah memiliki ketrampilan dalam 
penyusunan SPT Tahunan agar apa yang disampaikan benar. 
Kata Kunci: literasi; peraturan pemerintah; UKM. 
 
A. PENDAHULUAN 
Bicara penerimaan negara tidak akan 
bisa lepas dari pajak (Reddy & Govender, 
2013). Salah satu pilar penyumbang pajak di 
Indonesia adalah Usaha Kecil Menengah 
(Purnamasari & Oktaviani, 2020). Baru-baru 
ini Pemerintah meluncurkan Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai 
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pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 
Tahun 2013. Secara umum Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membahas 
mengenai pajak final dengan tarif 1% 
(Oktaviani & Poerwati, 2015; Wahdi & 
Suratman, 2018).  
Terkait dengan peraturan pengganti 
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 
konsentrasi kita tertuju pada masalah tarif 
baru. Pengenaan PPh final diharapkan 
memudahkan sekaligus menyederhanakan 
pembayaran pajak UKM (Zawitri & Yuliana, 
2016). Tarif ini yang akan digunakan oleh 
UKM dalam melakukan perhitungan dan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya 
(Indriani, 2019).  
Peluncuran peraturan ini dilakukan di 
Surabaya pada bulan Juli 2018. Peraturan ini 
dimaksudkan sebagai revisi atas Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Secara 
umum hal mendasar yang menjadi 
perhatiannya dari Peraturan Pemerintah ini 
adalah menurunnya tarif pajak, yang semula 
1%/ bulan menjadi 0,5%/ bulan(Kemenkeu, 
2018). Peluncuran Peraturan Pemerintah No. 
23 Tahun 2018 memunculkan sedikit 
masalah yang menjadi perhatian pelaku 
Usaha Kecil Menengah di Sukorejo sebagai 
mitra dalam kegiatan pengabdian ini. 
Permasalahan yang dihadapi antara lain: 
1). kewajiban apa yang muncul terkait 
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 2018, dan 2). bagaimana 
dengan teknis penerapannya dan 
pelaksanaannya karena Peraturan ini muncul 
sebagai kewajiban pajak di tengah tahun.  
Bersumber pada masalah di atas perlu 
pemahaman perpajakan yang mesti dimiliki 
oleh wajib pajak. Pemahaman pajak yang 
baik diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak (Lallo, 2019; 
Oktaviani & Adellina, 2016). Pemahaman 
yang baik akan tata cara perhitungan dan 
penyampaian pajak diharapkan 
meningkatkan kesadaran memenuhi 
kewajiban pajaknya (Oktaviani et al., 2020). 
 
B. PELAKSANAAN DAN METODE 
Kegiatan pengabdian ini dilakukan 
dengan melibatkan anggota dari kelompok 
usaha “MAKMUR BERSAMA”. Kelompok 
usaha ini sebagian besar dengan jenis usaha 
yang dijalankan usaha rumahan dalam bentuk 
Usaha Dagang. Latar belakang pendidikan 
dari peserta kegiatan ini sebagian besar SMA 
dengan jumlah 22 orang peserta. 
Sebelum kegiatan dilaksanakan 
survey dilakukan terkait dengan: 1) 
identifikasi permasalahan yang dihadapi 
UKM terkait pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah tersebut, dan 2) penentuan 
kriteria peserta kegiatan. Pelaksanaan 
kegiatan ini dilakukan selama 1 hari. 
Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam 2 sesi 
kegiatan yaitu tahap literasi dan tahap 
simulasi. Tahap literasi terkait dengan 
pemahaman Peraturan Pemerintah No, 23 
Tahun 2018 dengan tahapan sebagai berikut: 
a). sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 2018 dan b). penyamaan 
persepsi hasil sosialisasi Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2018. 
Tahap simulasi penerapan peraturan 
ini dilakukan dengan praktik perhitungan 
pajak hingga proses pelaporan pajak untuk 
UKM berbasis pada Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 2018. Metode yang dilakukan 
dengan komunikasi langsung dengan 
penyuluhan dan jawab di tahap literasi. 
Sementara di tahap simulasi dilakukan 
dengan praktik penerapan Peraturan 
Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan cara: 
1). Penentuan omset bagi UKM yang 
dilakukan bulanan dan 2) pembuatan Surat 
Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) 
Tahunan untuk UKM. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sesuai dengan rencana kegiatan 
pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan 
pada kelompok usaha “MAKMUR 
BERSAMA”. Kelompok usaha ini sebagian 
besar dengan jenis usaha yang dijalankan 
usaha rumahan dalam bentuk Usaha Dagang. 
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Peserta yang mengikuti kegiatan ini 
berjumlah 22 orang dengan latar belakang 
pendidikan pemilik usaha 75% lulusan SMA.  
Kegiatan berhasil dilaksanakan 
dengan komunikasi dua arah antara penyaji 
dan peserta. Indikator keberhasilan yaitu 
komunikasi terjadi 2 arah, dan audiens 
mendapat tambahan pengetahuan baru terkait 
dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 2018. Berikut ini adalah 
dokumentasi pelaksanaan kegiatan 
pengabdian. Pada dokumentasi pertama 
merupakan proses penyamaan literasi 
terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 
2018. Dokumentasi kedua adalah foto yang 
diambil saat penutupan kegiatan. 
 
Gambar 1. Rangkaian Literasi 
 
Gambar 2. Foto Bersama Penutupan kegiatan  
 Selain foto kegiatan disajikan pula 
dokumentasi terkait proses simulasi 
perhitungan dan penyampaian SPT Tahunan 
peserta kegiatan. Gambar 3. Merupakan 
dokumen yang dibuat untuk penentuan omzet 
bulan. 
  
Gambar 3. Tabel Omzet Bulan 
 Tahap simulasi di akhir dengan 
pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang harus dilakukan oleh peserta. Dokumen 
yang dihasilkan dalam kegiatan ini seperti 
tampak dalam Gambar 4. 
 




Kegiatan pengabdian ini merupakan 
wujud ikut serta lembaga pendidikan dalam 
memberikan tambahan wawasan bagi 
penyamaan persepsi pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hasil literasi 
ini dianggap penting agar UKM dapat 
menghitung dengan benar berapa besarnya 
pajak yang menjadi kewajiban untuk 
memenuhi peraturan ini. Selain benar dalam 
menghitung UKM diharapkan benar juga 
dalam penyampaian SPT-nya. 
Saran 
Kegiatan bimbingan teknis ini 
merupakan agenda rutin Perguruan Tinggi. 
Kegiatan yang dilakukan diharapkan tidak 
hanya terbatas pada pemberian bimbingan 
teknis tetapi bisa dikembangkan pada 
penanganan masalah lain yang dihadapi oleh 
Usaha Kecil Menengah (UKM). 
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